


4. Nama

Jabatan

Alamat Kantor 

Febriadinata, ST 

Anggota Sadan Pengawas Pemilihan Umum 

Provinsi Kepulauan Riau 

JI. WR. Supratman, No. 4-7, KM.8 Tanjungpinang 

Nomor telepon kantor: 0771-444407 4 

Email: set.kepri@bawaslu.go.id 

Kesemuanya adalah Ketua dan Anggota Sadan Pengawas Pemilihan 

Umum Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan surat tugas Ketua Sawaslu 

(terlampir) yang sudah diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu, dalam hal 

ini memberi keterangan dalam Perkara Nomor: 169-01-04-10/PHPU.DPR­

DPRD-XXll/2024 yang dimohonkan oleh Airlangga Hartarto dan Lodewijk 

F. Paulus melalui kuasa hukumnya Muh. Sattu Pali, S.H., M.H, dkk pada

Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Tanjungpinang Dapil 4 sebagai 

berikut: 

Perkenankanlah Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi yang Mulia, 

Sadan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau 

menyampaikan keterangan sebagai berikut: 

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan

Pokok Permohonan

1) Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran yang Bersumber

dari Laporan

1.1. Bahwa terdapat 2 (dua) laporan dugaan pelanggaran

Pemilu yang diterima oleh Bawaslu Kota Tanjungpinang 

mengenai penggelembungan suara. 

1.2. Sahwa berdasarkan laporan dengan registrasi Nomor: 

002/Reg/LP/PL/Kota/10. 01/111/2024 terdapat dugaan 

pelanggaran Pemilu mengenai penggelembungan suara 

salah satu partai politik dalam Rapat Pleno Terbuka 

Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Bukit Bestari, Kota 

Tanjungpinang pada tanggal 22 Februari 2024, yang 

dilaporkan oleh Pelapor atas nama Abdul Rasyid pada 

tanggal 01 Maret 2024 dan telah ditindaklanjuti oleh 

Bawaslu Kota Tanjungpinang dengan status laporan 

dihentikan karena tidak memenuhi unsur Pasal 535 
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tersebut dihentikan karena tidak memenuhi 

unsur Pasal 535 dan/atau Pasal 551 Undang­

Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang 

Pemilihan Umum; 

• Bahwa pada tanggal 26 Maret 2024, Bawaslu

Kota Tanjungpinang mengeluarkan status

penanganan laporan dengan hasil tidak

ditindaklanjuti karena tidak cukup alat bukti.

1.3.3. Bahwa terkait laporan dengan registrasi Nomor: 

003/Reg/LP/PUKota/10.01 /111/2024 dengan rincian 

tindaklanjut sebagai berikut; [vide Bukti PK. 7-02] 

• Bahwa pada tanggal 27 Februari 2024, Partai

Golkar Kota Tanjungpinang datang ke Kantor

Sekretariat Bawaslu Kota Tanjungpinang

dengan tujuan menyampaikan pengaduan atas

pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan

suara Tingkat Kecamatan Bukti Bestari, Kota

Tanjungpinang melalui surat Nomor: 

023/DPD/GOLKAR/TPl/1I/2024 tanggal 26 

Februari 2024 dan Bawaslu Kota 

Tanjungpinang menjelaskan terkait dengan 

mekanisme dan tatacara penyampaian laporan 

dugaan pelanggaran Pemilu kepada Partai 

Golkar Kota Tanjungpinang; 

• Bahwa pada tanggal 01 Maret 2024, terdapat

laporan mengenai dugaan penggelembungan

suara salah satu partai politik dalam Rapat

Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Suara Tingkat Kecamatan Bukit Bestari, Kota

Tanjungpinang yang disampaikan oleh Pelapor

atas nama Mimi Betty Wilingsih, S.IP terhadap

Terlapor yaitu PPK Bukit Bestari, Kota

Tanjungpinang;

• Bahwa pada tanggal 05 Maret 2024, Bawaslu

Kota Tanjungpinang menyusun kajian awal

dugaan pelanggaran Pemilu dengan hasil

menyatakan bahwa laporan telah memenuhi
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Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang. 

3.2.5 Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan 

(LHP) Bawaslu Kota Tanjungpinang Nomor: 

098/LHP/PM.01.02/3/2024 tanggal 03 Maret 2024 

pada rekapitulasi hasil penghitungan Perolehan 

Suara Pemilu Tingkat Kota Tanjungpinang, pada 

pokoknya menjelaskan untuk TPS 029 terdapat 

penyampaian keberatan yang disampaikan oleh 

Partai Golkar Kota Tanjungpinang terkait dengan 

kekeliruan dalam proses rekapitulasi. Terhadap 

keberatan tersebut, telah dilakukan pembukaan 

kotak kontainer untuk penyandingan data perolehan 

hasil [vide Bukti PK.7-06]. 

1.5. Bahwa terkait dengan dalil permohonan mengenai dugaan 

penggelembungan suara, Bawaslu Provinsi Kepulauan 

Riau menerangkan bahwa terdapat 2 (dua) laporan yang 

berkenaan dengan dalil permohonan yaitu: 

1.5.1. Bahwa terkait laporan dengan registrasi Nomor: 

002/Reg/LP/PL/Kota/10.01/11I/2024 dengan rincian 

tindaklanjut sebagai berikut: [vide Bukti PK.7-01] 

• Bahwa pada tanggal 27 Februari 2024, Partai

Golkar Kota Tanjungpinang datang ke Kantor

Sekretariat Bawaslu Kota Tanjungpinang

dengan tujuan menyampaikan pengaduan atas

pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan

suara Tingkat Kecamatan Bukti Bestari, Kota

Tanjungpinang melalui 

023/OPD/GOLKAR/TPl/1I/2024 

surat Norn or: 

tanggal 26 

Februari 2024 dan Bawaslu Kota 

Tanjungpinang menjelaskan terkait dengan 

mekanisme dan tatacara penyampaian laporan 

dugaan pelanggaran Pemilu kepada Partai 

Golkar Kota Tanjungpinang; 

• Bahwa pada tanggal 01 Maret 2024, terdapat

laporan mengenai dugaan penggelembungan

suara salah satu partai politik dalam Rapat

Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan
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Suara Tingkat Kecamatan Bukit Bestari, Kota 

Tanjungpinang yang disampaikan oleh Pelapor 

atas nama Abdul Rasyid terhadap Terlapor 

yaitu PPK Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang; 

• Bahwa pada tanggal 05 Maret 2024, Bawaslu

Kota Tanjungpinang menyusun kajian awal

dugaan pelanggaran Pemilu dengan hasil

menyatakan bahwa laporan telah memenuhi

syarat formil dan syarat materil dengan jenis

dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu dan

di register dengan 

002/Reg/LP /P L/Kota/ 10.01 /111/2024;

Nomor:

• Bahwa pada tanggal 13 Maret 2024 sampai

dengan tanggal 22 Maret 2024, Bawaslu Kota

Tanjungpinang telah melakukan klarifikasi

terhadap 24 (dua puluh empat) orang yang

terdiri dari Pelapor, Terlapor, dan Saksi serta 1

(satu) orang Ahli;

• Bahwa pada tanggal 25 Maret 2024, Bawaslu

Kota Tanjungpinang menyusun kajian dugaan

pelanggaran Pemilu untuk dibahas dalam rapat

pembahasan Sentra Gakkumdu;

• Bahwa pada tanggal 25 Maret 2024, Sentra

Gakkumdu Kota Tanjungpinang melakukan

pembahasan dengan hasil dituangkan dalam

Serita Acara Pembahasan Sentra Gakkumdu.

Dalam pembahasan Sentra Gakkumdu, 

masing-masing unsur Gakkumdu 

menyampaikan pendapat terhadap hasil 

tindaklanjut laporan; 

• Bahwa pada tanggal 25 Maret 2024, Bawaslu

Kota Tanjungpinang melakukan Rapat Pleno

dengan hasil menetapkan bahwa laporan

tersebut dihentikan karena tidak memenuhi

unsur Pasal 535 dan/atau Pasal 551 Undang­

Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang

Pemilihan Umum;
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• Bahwa pada tanggal 26 Maret 2024, Bawaslu

Kota Tanjungpinang mengeluarkan status

penanganan laporan dengan hasil tidak

ditindaklanjuti karena tidak cukup alat bukti.

1.3.4. Bahwa terkait laporan dengan registrasi Nomor: 

003/Reg/LP/PL/Kota/10.01/11I/2024 dengan rincian 

tindaklanjut sebagai berikut; [vide Bukti PK. 7-02] 

• Bahwa pada tanggal 27 Februari 2024, Partai

Golkar Kota Tanjungpinang datang ke Kantor

Sekretariat Bawaslu Kota Tanjungpinang

dengan tujuan menyampaikan pengaduan atas

pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan

suara Tingkat Kecamatan Bukti Bestari, Kota

Tanjungpinang melalui surat Nomor: 

023/DPD/GOLKAR/TPl/I1/2024 tanggal 26 

Februari 2024 dan Bawaslu Kota 

Tanjungpinang menjelaskan terkait dengan 

mekanisme dan tatacara penyampaian laporan 

dugaan pelanggaran Pemilu kepada Partai 

Golkar Kota Tanjungpinang; 

• Bahwa pada tanggal 01 Maret 2024, terdapat

laporan mengenai dugaan penggelembungan

suara salah satu partai politik dalam Rapat

Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Suara Tingkat Kecamatan Bukit Bestari, Kota

Tanjungpinang yang disampaikan oleh Pelapor

atas nama Mimi Betty Wilingsih, S.IP terhadap

Terlapor yaitu PPK Bukit Bestari, Kota

Tanjungpinang;

• Bahwa pada tanggal 05 Maret 2024, Bawaslu

Kota Tanjungpinang menyusun kajian awal

dugaan pelanggaran Pemilu dengan hasil

menyatakan bahwa laporan telah memenuhi

syarat formil dan syarat materil dengan jenis

dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu dan

di register dengan 

003/Reg/LP /PL/Kota/ 1 0.01 /111/2024;

Nomor:
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• Bahwa pada tanggal 13 Maret 2024 sampai

gengan tanggal 22 Maret 2024, Bawaslbl Kota

Tanjungpinang telah melakukan klarifikasi

terhadap 24 (dua puluh empat) orang yang

terdiri dari Pelapor, Terlapor, dan Saksi serta 1

(satu) orang Ahli;

• Bahwa pada tanggal 25 Maret 2024, Bawaslu

Kota Tanjungpinang menyusun kajian dugaan

pelanggaran Pemilu untuk dibahas dalam rapat

pembahasan Sentra Gakkumdu;

• Bahwa pada tanggal 25 Maret 2024, Sentra

Gakkumdu Kota Tanjungpinang melakukan

pembahasan dengan hasil dituangkan dalam

Serita Acara Pembahasan Sentra Gakkumdu.

Dalam pembahasan Sentra Gakkumdu, 

masing-masing urisur Gakkumdu 

menyampaikan pendapat terhadap hasil 

tindaklanjut laporan; 

• Bahwa pada tanggal 25 Maret 2024, Bawaslu

Kota Tanjungpinang melakukan Rapat Pleno

dengan hasil menetapkan bahwa laporan

tersebut dihentikan karena tidak memenuhi

unsur Pasal 535 dan/atau Pasal 551 Undang­

Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang

Pemilihan Umum;

• Bahwa pada tanggal 26 Maret 2024, Bawaslu

Kota Tanjungpinang mengeluarkan status

penanganan laporan dengan hasil tidak

ditindaklanjuti karena tidak cukup alat bukti.
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